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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, 
PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM 
NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perencanaan, penelahaan, dan penetapan 
alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar 
isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara dengan perubahan kebijakan 
penganggaran bagian anggaran bendahara umum negara, perlu menyempurnakan 
ketentuan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi 
anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian 
pelaksanaan anggaran bendahara umum Negara dengan menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi 
Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), Perpres 57 Tahun 
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 193/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.1775), 
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) terdiri 
atas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN 
Pengelolaan Transaksi Khusus. Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN 
menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Umum Negara (KPA BUN) yang berada dibawahnya sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA BUN). 

Dokumen perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara (BA BUN), dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) dapat ditandatangani secara elektronik oleh 
masing-masing pihak sesuai kewenangannya. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 
21 Juli 2020. 

  - Lampiran halaman 14 s.d. 110. 

 


